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Abstract 
Inheritance law (fara'id and al-mirats) is the law that regulates the transfer of ownership of corpse assets 
to heirs according to provisions with the aim of preventing quarrels and disputes between heirs. The 
basis of Islamic inheritance is the martyrdom of Sa'ad bin Rabi' in the Battle of Uhud who left behind a 
wife, two daughters and a brother. Then all his wealth was inherited by the uncle of his two daughters. So 
the letter an-Nisa' verse 11 came down as the basis for dividing inheritance. However, the Musi 
Banyuasin community still uses customary law in dividing inheritance. In this regard, the author is 
interested in conducting research entitled; Distribution of Musi Banyuasin Traditional Inheritance in the 
Perspective of Islamic Law, with a problem formulation, namely; 1) what is the perception of the Musi 
Banyuasin community regarding the distribution of inheritance assets 2) how is the distribution of 
inheritance assets of the Musi Banyuasin Community 3) how is the inheritance distribution of the Musi 
Banyuasin Community from an Islamic legal perspective. This type of research is field research with a 
qualitative approach. The data used as a source, namely; Primary data sourced directly from religious and 
community leaders in Musi Banyuasin. Meanwhile, secondary data comes from the Koran, Hadith, 
journals, books, magazines, documents and so on. The data collection methods used are; observation, 
interviews, documentation and literature. After all the data has been collected, sorted, selected and 
grouped, then analyzed, the following conclusions are drawn: 1) that the perception of the Musi 
Banyuasin community regarding the distribution of inheritance according to custom brings benefits and 
avoids disputes, 2) the distribution of inheritance is carried out according to custom and is family in 
nature. , 3) from the perspective of Islamic law, the division of inheritance in the Musi Banyuasin 
community is not based on Islamic law. 
Keywords: Distribution of Inheritance, Banyuasin Customs and Islamic Law 
 
Abstrak 
Hukum kewarisan (fara’id dan al-mirats) adalah hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan harta 
mayat, kepada ahli waris menurutketentuan dengan tujuan agar tidak terjadi pertengkaran dan 
perselisihan di antara ahli waris. Dasar kewarisan Islam adanya peristiwa mati syahid Sa’ad bin Rabi’ 
dalam Perang Uhud yang meninggalkan seorang isteri, dua puteri dan seorang saudara.Lalu seluruh 
hartanya diwarisi oleh paman kedua puterinya. Sehingga turunlah surat an-Nisa’ ayat 11 sebagai dasar 
pembagian waris. Tetapi pada masyarakat Musi Banyuasin masih menggunakan hukum adat dalam 
pembagian waris. Sehubungan itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul; Pembagian Waris 
Adat Musi Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Islam,dengan rumusan masalah, yaitu; 1) bagaimana 
persepsi masyarakat Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris  2) bagaimana cara pembagian 
harta waris Masyarakat Musi Banyuasin 3) bagaimana pembagian waris Masyarakat Musi Banyuasin 
perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Data yang dijadikan sumber, yaitu; data primer yang bersumber langsung dari 
tokoh agama dan masyarakat Musi Banyuasin. Sedangkan data sekunder yang bersumber dari al-Qurán, 
Hadits, jurnal, buku, majalah, dokumen dan sebagainya. Adapun metode pengumpulan data yang 
gunakan, yaitu; observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Setelah semua data terkumpul, lalu 
dipilah, dipilih dan dikelompokkan, kemudian dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1)bahwa persepsi masyarakat Musi Banyuasin tentang pembagian waris secara adat 
mendatangkankemaslahatan dan terhindar dariperselisihan, 2) pembagian harta waris yang dilakukan 
secara adat dan bersifat kekeluargaan, 3) dalam perspektif hukum Islam bahwa pembagian waris pada 
masyarakat Musi Banyuasin tidak berdasarkan hukum Islam.  
Kata Kunci: Pembagian Waris, Adat Banyuasin dan Hukum Islam 

 
PENDAHULUAN  

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan harta 
mayat, kepada ahli waris menurutketentuan dengan tujuan agar tidak terjadi 
pertengkaran dan perselisihan di antara ahli waris (Rofiq, 1988). Dalam literatur fiqih 
Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa istilahantara lain; hukum waris, 
hukum fara’idl dan hukum al-mirats (Suma, 2013). 

Dasar kewarisan Islam Sebagaimana dikisahkan dalam riwayat atau peristiwa 
yang dialami oleh Ummu Sa’ad adalah janda dari Sa’ad bin Rabi’, yang wafat syahid 
dalam Perang Uhud. Lalu datang saudara laki-laki Sa’ad mengambil semua harta 
peninggalan Sa’ad, padahal Sa’ad meninggalkan seorang isteri dan dua orang puteri. 
Ummu Sa’ad tak dapat berbuat apa-apa ketika saudara iparnya mengambil semua 
warisan suaminya. Kemudian Istri Sa’ad bersama kedua puteri mereka ini mendatangi 
Rasulullah SAW. Ia meminta agar diterapkan hukum Islam yang adil. Kisah ini 
tergambar di dalam sabda Nabi SAW:  

ِ,ْقاَلَ:ْجَاءَتْ  عَب دِْ ب نِْ جَابرِِْ عَنْ  رَأةَ ْ اللَّه بيِ عِْ سَع دِب نِْ ام  ِْ إلِىَ سَع دْ  باِب نتَيِْ  الره :ْياَ وَسَلهمَْ عَليَ هِْ اللَّه ْ صَلهى النهبيِ  لْ  فقَاَلتَ  ِْ!ْ رَس و  اللَّه

,ْق تِلَْ اب نَتَْ هَاتاَنِْ مَْ مَعَكَْ اسَع د  ,ْ يَو  د  مَا وَإنِْ أ ح  ه  ه مَا,ْوَإنِهْ ترََكَْ جَمِي عمََا أخََذَْ عَمه َْ أبَ و  أةَ ْ لََت ن كَحْ  ال مَر   مَالهََا,ْفسََكَتَْ عَلىَ إلَِه
لْ  ِْ رَس و  لْ  ال مِي رَاثِ,ْفدَعََا ايَةَ ْ أ ن زِلَتْ  حَتهى وَسَلهمَْ عَليَ هِْ اللَّه ْ صَلهى اللَّه ِْ رَس و  بيِ عِ,ْفقَاَلَ:ْ ب نِْ سَع دِْ أخََا وَسَلهمَْ عَليَ هِْ اللَّه ْ صَلهى اللَّه الره

طِا ا مَالِهِ,ْوَأعَ طِْ ث ل ثاَ سَع دْ  ب نتَِيْ  أعَ  رَأتَهَ  ذ ْ ام  نَ,ْوَخ  ْداود(ْ أبو مَابقَِيَ.ْ)رواه أنَ تَْ لثُّم 

Artinya: dari Jabir bin abdullah, ia berkata,” isteri Sa’ad bin Rabi’ datang menemui 
Nabi SAW dengan membawa kedua anak perempuannya, lalu berkata,”Wahai 
Rasulullah! ini dua anak perempuan  dari Sa’ad. Ia terbunuh saat perang Uhud 
bersamamu. Sesungguhnya pamannya telah mengambil seluruh harta 
peninggalanayah mereka. Padahal seorang wanita yang menikah pasti memiliki 
harta. Rasulullah terdiam sampai ayat tentang warisan diturunkan. Lalu 
Rasulullah SAW memanggil saudara laki-laki dari Sa’ad bin Rabi’, lalu berkata, 
“Berikanlah dua pertiga dari harta Sa’ad untuk kedua anak perempuannya, 
seperdelapan untuk isterinya dan sisanya untukmu.” 
 
Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang pembagian waris tersebut, 

tertuang dalam surat an-Nisa ayat 11: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artinya:  
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya 
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari 
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harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 
Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, 
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, 
jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. 
Pembagian-pembagian tersebut, sesudah dipenuhi wasiat yang 
dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya, (tentang) orang tuamu 
dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka 
yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. (QS an-Nisa’ [4]: 11). 

 
Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku dan budaya yang menyebabkan terdapat 

perbedaan dalam sudut pandang dan pola hidup, seperti perbedaan antarhukum adat 
dan perbedaan hukum adat dengan hukum Islam. Perbedaan tersebut berdampak 
melahirkan berbagai corak teori dengan titik singgung hukum adat dan Islam, termasuk 
tentang hukum kewarisan (Harahap, 1988). Pelaksanaan pembagian harta waris pada 
masyarakat Musi Banyuasin - Sumatera Selatan, masih menggunakan hukum adat, 
sebagai tradisi sejak dari nenek moyang hinggga sekarang, meskipun mayoritas 
penduduk beragama Islam. Seyogyanya persoalan waris bagi Muslim dapat diselesaikan 
secara Islam, sebagaimana diatur oleh Undang-undang UU no 7 tahun 1989, misalnya 
pada pasal 49 menyatakan bahwa kewarisan yang atas kehendak ahli waris 
pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka kewenangan memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara yang timbul dari padanya berada pada 
pengadilan agama (Afdol, 2003). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat p 
penelitian, dengan judul “Pembagian Waris Adat Musi Banyuasin Dalam Perspektif 
Hukum Islam”, dengan rumusan permasalah yaitu; 1) bagaimana persepsi masyarakat 
Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris,  2) bagaimana cara pembagian harta 
waris Masyarakat Musi Banyuasin, 3) bagaimana pembagian waris Masyarakat Musi 
Banyuasin perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu; 1) untuk 
mengetahui persepsi masyarakat Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris, 2) 
untuk melihat cara pembagian waris Masyarakat Musi Banyuasin, 3) untuk pembagian 
harta waris Masyarakat Musi Banyuasin dalamperspektif hukum Islam. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Data yang dijadikan sumber, yaitu; data primer yang bersumber 
langsung dari tokoh agama dan masyarakat Musi Banyuasin. Sedangkan data sekunder 
yang bersumber dari al-Qurán, Hadits, jurnal, buku, majalah, dokumen dan sebagainya. 
Adapun metode pengumpulan data yang gunakan, yaitu; observasi, wawancara, 
dokumentasi dan kepustakaan.Setelah semua data terkumpul, lalu dipilah, dipilih dan 
dikelompokkan, kemudian dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan. 
 
PEMBAHASAN 
Persepsi Masyarakat Musi  Banyuasin tentang Pembagian Harta Waris 

Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari orang tua kepada anak 
keturunannya atau ahli warisnya. Sedangkan secara istilah adalah hak kepemilikan 
harta atau kerabat keluarga atau yang semisalnya seperti karena pernikahan (suami-
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istri). Menurut Usman, waris adalah pembagian harta waris kepada anak-anaknya yang 
dilakukan oleh orang tua atau pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal 
dunia.1 

Harta waris menurut adat ialah harta yang dibagikan kepada ahli waris pada 
saat orang tua masih hidup. Sedangkan dalam istilah Islam disebut tirkah atau mauruts. 
Pada masyarakat Musi Banyuasin harta waris yang banyak ditinggalkan oleh pewaris 
kepada ahli waris biasanya barang yang tidak bergerak, seperti kebun karet, kebun 
sawah, kebun buah-buahan, dan rumah.2 

Praktek pembagian waris umumnya masyarakat Muslim Indonesia yang tidak 
menerapkan hukum kewarisan Islam, mereka lebih memilih hukum adat untuk 
menyelesaikan perkara warisan, karena menganggap hukum waris adat sudah mejadi 
tradisi dan bisa memberikan rasa keadilan bagi ahli waris. Ada beberapa contoh tradisi 
cara pembagian harta waris berbasarkan adat masing-masing: Pertama, Tradisi 
Tunggu Tubang yang dianut masyarakat Semendo, sebagai salah satu penganut sistem 
kerabatan matrilineal, sebagaimana masyarakat Minangkabau. Sesuai dengan tradisi 
tunggu tubang, anak perempuan paling tua menjadi pemegang hak kewarisan keluarga 
(tunggu tubang). Warisan berupa rumah, sawah, dan kebun itu tidak boleh dijual. 
Kedua, Tradisi Tunggu Jurai pada masyarakat Besemah yang mana pembagian harta 
waris diberikan kepada anak laki-laki yang tertua untuk pemegang hak kewarisan 
keluarga. Warisan berupa rumah, kebun, sawah dan kolam. 

Pada masyarakat Musi Banyuasin pada prinsipnya pembagian harta waris di 
lakukan dengan adat yang tidak ada ketentuan yang baku, karena; pertama, penetapan 
dilakukan oleh orang tua; kedua, anak (ahli waris) menuntut untuk di berikan harta 
waris; ketiga, sisa harta waris yang diberikan kepada anak yang mengurus orang tua. 

 
Hukum Waris Secara Adat (‘Urf) 

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses 
meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang 
tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. 
Meninggalnya orangtua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses 
pewarisan, tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan 
pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut (Salman, 2007). 

Pembagian harta waris pada masyarakat Musi Banyuasin harus dilakukan 
dengan adat, untuk menghindari pertengkaran pada keluarga. Disebabkan kurangnya 
ilmu pengetahuan tentang pembagian harta waris dan ilmu pendidikan agama yang 
minim. Dengan kata lain, mereka tidak memahami ilmu faraidh atau ilmu waris. 
Meskipun ada yang mengerti tapi tidak menerapkannya, karena hukum adat sudah 
menjadi kebiasaan atau tradisi. 

Menurut mereka, bahwa pembagian waris secara adat tidak sepenuhnya 
bertentangan aturan Islam, pada dasarnya pembagian waris dilakukan dengan sesuai 
hukum Islam, jika pembagian waris dilakukan secara kekeluargaan dengan saling rela 
dan bersepakat untuk membagi harta waris.3 Hal ini dilakukan untuk menjaga 
kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat menggunakan pembagian waris 

                                                           
1
Wawancara pribadi bersama Bapak Usman, Desa keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin ( 04 

Desember 2021)
 

2
Wawancara pribadi bersama Bapak Mayudin, Tokoh Masyarakat Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. 

Musi Banyuasin(06 Desember 2021) 
3
Wawancara pribadi bersama Bapak Masito, Tokoh Agama Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi 

Banyuasin (05 Desember 2021) 
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semacam ini lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan sudah menjadi tradisi 
masyarakat Musi Banyuasin atau dikenal dengan istilah ‘urf. Menurut Ter Haar, hukum 
waris adat adalah aturan-aturan hukumyang mengatur penerusan dan peralihan harta 
kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi (Presponoto, 
1990). (Hadikusuma, 2003) berpendapat bahwa hukum waris adat adalah hukum adat 
yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang 
harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan 
penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. 
Cara Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Musi  Banyuasin  

 Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak 
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Aulia, 2012). Di sisi lain, 
hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan 
tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya 
(Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2013). 

Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga 
macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut (Soehardi, 2006): 

Pertama, Sistem Kekerabatan Parental/ Bilateral, dalam sistem kekerabatan 
parental kedua orangtua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-
peraturan yangsama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, 
penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya 
memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh 
perkawinannya sendiri, maupun secara tak l angsung oleh perkawinan sanak 
kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan 
sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar). 

Kedua, Sistem Kekerabatan Patrilineal, dalam sistem kekerabatan patrilineal 
anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki 
secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan 
bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan 
lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem 
kekerabatan ini terdapat pada masyarakat suku Bali, Rejang, Batak dan Makassar, dan 
bangsa Arab. 

Ketiga, Sistem Kekerabatan Matrilineal, dalam masyarakat yang susunannya 
matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting,sehingga 
menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap 
diantara para warganya yang seketurunan menurut garisibu, hal mana yang 
menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misal,dalam masalah warisan) yang jauh lebih 
banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem 
kekerabatan ini terdapat pada suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di   Meghalaya, 
India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan danYunnan, Tiongkok, Suku 
Minangkabau di Sumatera Barat,Kerinci dan orang Semendo. 

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Musi Banyuasin adalah asas 
kewarisan individual sebagaimana asas ke warisan yang dipakai oleh masyarakat 
bilateral/parental di Jawa, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada 
para ahli waris secara perorangan. Asas keindividualan hukum kewarisan Islam di 
peroleh dari analisis hukum al-Qur’an mengenai pembagian harta warisan (Ali, 2008). 
Dalam pembagian waris secara kekeluargaan atau ditetapkan oleh pewaris merupakan 
alternatif dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris secara kekeluargaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Indian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Apache_Barat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Khasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Meghalaya
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Nakhi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sichuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunnan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiongkok
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat
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atau ditetapkan oleh pewaris merupakan pembagian waris dengan cara melakukan 
musyawarah, bukan dengan cara faraidh. 

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Masyarakat Musi Banyuasin dapat 
diketahui bahwa pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia 
dikhawatirkan terjadi pertengkaran antara ahli waris. Jadi pewaris membagikan 
terlebih dahulu harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Masyarakat Musi 
Banyuasin memegang prinsip bahwa pembagian harta waris di lakukan secara adat, 
seperti beberapa kasus berikut: 

Pertama, Penetapan dilakukan oleh orang tua. Seperti, dalam satu keluarga 
bahwa orang tua berperan penting dalam pembagian waris, agar tidak terjadi 
pertengkaran antara keluarganya dalam hal waris tersbut. Jadi, orang tua lansung 
menunjukan bagian ahli waris masing-masing. Diketahui memiliki harta waris yaitu 
berupa rumah, 2 hektar sawah, 3 hektar kebun sawit, dan 2 hektar kebun buah-buahan. 
Memiliki ahli waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka, orang tua tersebut 
langsung menunjukan bagian harta waris anaknya masing-masing. Biasanya anak laki-
laki lebih banyak di bandingkan anak perempuan. 4 

Kedua, Anak menuntut bagian harta waris. Seperti, ada seseorang anak laki-laki 
yang sudah menikah dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu untuk bertahan 
hidup atau miskin. Dan di ketahui bahwa orang tua nya memiliki cukup banyak harta.  
Jadi, anak tersebut langsung meninta harta waris untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 
Orang tuanya pun langsung untuk meberikan harta waris tersebut.5 

Ketiga, Sisa harta waris yang diberikan kepada anak yang mengurus orang tua. 
Seperti, apabila semua harta waris telah dibagikan dan ternyata ada sisa dari harta 
tersebut, maka harta waris diberikan kepada anak yang mengurus orang tuanya sampai 
meninggal dunia. Sebenarnya pada Islam tidak dibenarkan, baik anak laki-laki maupun 
perempuan mendapatkan harta waris sesuai dengan aturan hukum Islam.6 

Di dalam pratiknya, pembagian warisan dengan cara adat sangatlah luas dan 
berbagai model pembagian yang dihasilkannya. Semuanya tergantung dari hasil yang 
telah di tentukan oleh pewaris yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. 
Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan secara perdamaian adalah 
hukum waris adat yang berlaku di setiap daerah. Sehingga bisa dikatakan sebagai 
hukum adat bagi masyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada 
perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta waris. Sampai saat ini hukum 
yang dijalankan menjadi salah satu hukum yang diikutinya, dalam hal ini suatu 
masyarakat belum mengenal hukum yang ditetapkan pemerintah. 

Dengan demikian dapat dipahami ada beberapa faktor yang memepengaruhi 
pembagian harta waris pada masyarakat Musi Banyuasin; Pertama, masyarakat belum 
mengerti tentang pembagian harta waris secara Islam. Kedua, tidak adanya atau 
sosialisasi dari pihak yang berkaitan (KUA), ketiga, pembagian dengan cara tersebut 
untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris tentang hasil bagiannya 
masing-masing. 

 
 

                                                           
4
 Wawancara pribadi bersama Bapak Umar, Tokoh Pendidikan Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. 

Musi Banyuasin (05 Desember 2021)
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 Wawancara pribadi bersama Bapak Su’aidi, Tokoh Pendidikan Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. 

Musi Banyuasin (05 Desember 2021) 
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 Wawancara pribadi bersama Bapak Suwarno, Tokoh Masyarakat Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, 
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Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Masyarakat Musi  
Banyuasin  
Aspek Persepsi 

Pembagian harta waris dengan menggunakan hukum adat dilakukan pada saat 
pewaris belum meninggal dunia. Sedangkan pembagian harta waris menggunakan 
hukum Islam dilakukan pada saat pewaris sudah meninggal dunia. Menurut Suwarno, 
bahwasanya masyarakat Musi Banyuasin, sulit untuk menerapakan pembagian harta 
waris secara Islam. Disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang pembagian waris, 
meskipun ada yang mengerti dengan pembagian tersebut maka akan sulit untuk di 
lakukan, karena masyarakat lebih memilih dengan menggunakan adat. Alasannya biar 
lebih menjaga kerukanan keluarga dan tidak ada kecemburuan antara ahli waris. 

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan 
yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. 
Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum 
kekayaan atau harta benda saja yang dapat mewarisi (Perangin, 2016). Dalam 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang 
mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan si mayit, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. 
 
Aspek Kader Bagian Masing-Masing 

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada prinsipnya 
pembagian harta waris dilakukan dengan adat yang tidak ada ketentuan yang baku : 
Pertama, Penetapan dilakukan oleh orang tua. Contoh kasus: Dalam satu keluarga 
bahwasanya orang tua berperan penting dalam pembagian waris, agar tidak terjadi 
pertengkaran antara keluarganya dalam hal waris tersbut. Jadi, orang tau lansung 
menunjukan bagian ahli waris masing-masing. Diketahui memiliki harta waris yaitu 
berupa rumah, 2 hektar sawah, 3 hektar kebun sawit, dan  2 hektar kebun buah-
buahan. Memiliki ahli waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka, orang tua 
tersebut langsung menunjukan bagian harta waris anaknya masing-masing. Biasanya 
anak laki-laki lebih banyak di bandingkan anak perempuan.7 

Kedua, Anak (ahli waris) menuntut untuk di berikan harta waris. Contoh kasus: 
Ada seseorang anak laki-laki yang sudah menikah dengan kondisi ekonomi yang kurang 
mampu untuk bertahan hidup atau miskin. Dan di ketahui bahwa orang tuanya 
memiliki cukup banyak harta. Jadi, anak tersebut langsung meninta harta waris untuk 
kebutuhan hidup sehari-hari. Orang tuanya pun langsung untuk meberikan harat waris 
tersebut. 

Ketiga, Sisa harta waris yang diberikan kepada anak yang mengurus orang tua. 
Contoh kasus: Apabila semua harta waris telah dibagikan dan ternyata ada sisa dari 
harta tersebut. Maka, harta waris akan diberikan kepada anak yang mengurus orang 
tuanya sampai ia meninggal dunia.  

Pembagian harta waris menurut adat adalah tidak ada ketentuan baku tentang 
kader pembagian kepada anak keturunanya. Sedangkan menurut Islam telah diatur 
dalam al-Qur’andan as-Sunnah yang mana ketentuan-ketentuan bagian harta terhadap 
ahli waris telah ditentukan besarnya atau takarannya yang berdasarkan konsep 
keadilan dalam Islam. Ketentuan bagian ahli waris 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 2/3 dan 
ashabah bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Sehingga harta peninggalan tidak 
bertumpuk pada satu orang melainkan masing-masing ahli waris yang ditinggalkan 
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memperoleh sesuai dengan ketentuan. Hal ini tertera al-Qur’an, surat An-Nisa’ ayat 11 
tentang pembagian harta waris. 

Dengan jelas bahwa waris laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada waris 
anak perempuan. Sebab perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang 
tuanya, sehingga perbandingan dua bagian dengan satu bagian bukan perhitungan 
mutlak dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai penyeimbang haknya laki-
laki dengan hak perempuan. Bagian waris laki-laki disamakan dengan bagian waris 
perempuan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, misalnya laki-laki mendapatkan 
satu bagian dan perempuan satu bagian, melainkan menempatkan bagian yang sama 
dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlahnya bagiannya 
ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak 
ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. al- Qur’an surat An-Nisa’ ayat 32 menjelaskan sedikit perbedaan posisi kaum 
laki-laki yang pada umumnya setingkat lebih tinggi dari pada kaum wanita, sejatinya 
semata-mata harus dipahami dari sisi pembagian dan pembebanan kewajiban laki-laki 
disatu pihak dan hak penerimaan kaum perempuan di pihak lain benar-benar 
profesional. Ayat ini justru diturunkan dalam rangka menepis tuduhan miring sebagian 
kaum wanita dahulu di zaman Rasulullah SAW yang terkesan setengah hati dalam 
menyikapi hukum faraidh (Suma, 2013). 

Dalam Islam, bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian 
dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan 
adanya pembagian waris yang secara kekeluargaan semua ahli waris melalui jalur 
perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasa l176 KHI yang mengatur 
ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1. 

Kemudian prinsip perdamaian boleh saja, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk 
menentang ajaran Islam. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap 
bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima 
bagiannyamasing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang 
mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga 
melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya 
untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan 
pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris. 
 
Aspek Pendapat Masyarakat Tentang Hukum Waris Adat 

Pembagian waris secara adat harus dilakukan Musi Banyuasin dan hal tersebut 
tidak sepenuhnya melanggar aturan Islam, pada dasarnya pembagian waris dilakukan 
dengan sesuai hukum Islam, namun sebagian masyarakat Musi Banyuasin pembagian 
waris dilakukan secara sistem kekeluargaan atau diberikan langsung oleh pewaris, 
asalkan membaginya dengan saling rela dan bersepakat untuk membagi harta waris.8 
Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat 
menggunakan pembagian waris semacam ini lebih mengutamakan kerukunan keluarga 
dan sudah menjadi tradisi Masyarakat Musi Banyuasin atau dikenal dengan istilah ‘urf. 

Menurut Syahrur, warisan sama saja dengan shadaqah, sama-sama pemberian 
Allah SWT kepada ahli waris dari harta tinggalan orang tua dan sanak kerabat. Syahrur 
beralasan bahwa manusia mempunyai kewenangan atas harta bendanya ketika masih 
hidup, sehingga ketika manusia meninggal dunia manusia tersebut kehilangan 
kewenangannya. Dan meski pun asal muasal harta warisa dalah haram, akan tetapi 
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hukum harta waris tersebut tetap halal (Syahrur, 2022). 
( Sanusi & Sohari, 2015), menggunakan kaidah ushul fiqih, kebiasaan yang 

terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut 
dengan ‘urf. Kata ini seakar dengan kata ma’ruf yang artinya baik. dan tidak bisa 
dikatakan ‘urf jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi 
manusia. Kata lain yang searti dengan ‘urf  yaitu adat yang artinya kebiasaan. Secara 
sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara 
berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan 
ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan. 

Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan 
hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena 
sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa 
mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai 
pula dengan kemaslahatan merek. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak 
bertentangan dengan syara’ maka wajib diperhatikan. Syari’ telah memelihara terhadap 
tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya (Khallaf, 1994). Adat merupakan 
syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. 

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai 
bentuk sikap mendua. Di satusisi masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai 
acuan dalam pembagian warisan yang dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya 
mereka membagi warisan dengan cara damai. Bahkan kadang dengan memberikan 
hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-
upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab 
kesenjangan ekonomi antarakeluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara 
mereka. 

Akan tetapi Islampun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan 
musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Cara 
perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin 
dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Dalam Islam, dengan kasus 
di tersebut menghendaki agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris 
mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an 
tentang furudl al-muqaddarah. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada 
di antara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian 
sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat 
positif dan terpuji. Meskipun dalam prakteknya jarang terjadi. Karena secara naluriah, 
manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah 
mempraktekan pembagian warisan dengan cara damai (Rofiq, Fiqh Mawaris, 2015). 

Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah 
mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-
tujuan syara’. Sebagaimana kaidah: menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. 

Maslahah mursalah adalah kebaikan. (kemaslahatan yang tidak disinggung-
singgung syara’ secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya), sedangkan 
apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau 
keburukan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka 
hendaknya dipandang dari kemudharatan dan kemanfaatannya. Apabila kemudharatan 
lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Maka sebaliknya 
bila kemanfaatanya lebih besar dibanding kemudharatannya berarti perbuatan itu 
diperbolekan oleh Agama. 
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Fiqh mawaris sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbath atau ijtihad para 
ulama dalam memahami ketentuan ayat al-Qur’an dan as-Sunnah telah dikemukakan 
secara detail. Namun, perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh 
dalam kesadaran hukum masyarakat, melahirkan beberapa gagasan pembaharuan 
dalam pembagian warisan. 

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang tertera secara konkret dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Para ulama 
sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan 
sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti(dalalah qath’iy), namun dalam 
kenyataannya masyarakat sering melalukannya secara berulang-ulang dengan cara 
perdamaian. 

‘Urf dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, perbuatan 
yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa 
adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. Kedua, perbuatan, 
perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging 
pada perilaku masyarakat. Ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan nash,baik al-
Qur’an maupun as-Sunnah. Keempat, tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan 
dengan jiwa dan akal yang sejahtera (Usman M. , 1999). 

Pembagian harta waris masyarakat Musi Banyuasin yang dilakukan dengan 
waris adat dengan dibagikan secara kekeluargaan atau diberikan oleh pewaris tidak 
sepenuhnya bertentangan dengan agama Islam karena pembagian tersebut lebih 
mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan atau 
keburukan yaitu perselisihan dan permusuhan di antara para ahli waris. Sebaliknya 
jika harta waris dilakukan dengan sistem hukum Islam lebih mendatangkan 
kemudharatan dibanding kemaslahatannya. Dengan terlaksananya ‘urf tersebut, maka 
mendatangkan kerukunan, kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan berupap 
erselisihan. 

 
KESIMPULAN 
Setelah semua data terkumpul, lalu dipilah, dipilih dan dikelompokkan, kemudian 
dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai berikut:  Bahwa persepsi masyarakat 
Musi Banyuasin tentang pembagian waris secara adat mendatangkan kemaslahatan dan 
terhindar dari perselisihan dan kebanyakan mereka belum memahami pembagian harta 
waris berdasarkan hukum Islam. Pembagian harta waris yang dilakukan secara adat 
dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan menurut Islam telah ditentukan bagian masing-
masing yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 dan Ashobah.Dalam perspektif hukum Islam 
bahwa pembagian waris pada masyarakat Musi Banyuasin tidak berdasarkan al-Qur’an 
dan as-Sunnah.  
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